ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama
Muara Bulian dalam mengabulkan perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl tentang
permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami ini dilakukan oleh seorang Pegawai
Negeri Sipil (PNS) isteri Pemohon menderita penyakit Polikistik Ovarium yang
menyebabkannya sulit untuk menambah keturunan. Jenis penelitian yang digunakan dalam
skripsi ini adalah yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.
Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa doktrin-doktrin di dalam buku,
jurnal hukum, skripsi, serta bahan hukum tersier bersumber dari internet. Hasil penelitian
adalah Majelis Hakim memberikan izin poligami berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3, Sunnah
Nabi untuk memiliki banyak keturunan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ketentuan Pasal 5
ayat (1) UUP, serta mencegah kemudharatan.
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ABSTRAC

This study aims to analyze the judges' considerations at the Muara Bulian Religious
Court in granting case Number 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl regarding applications for polygamy
permits. The application for a polygamy permit was made by a Civil Servant (PNS) on the
grounds that his wife was suffering from Polycitic Ovarium Syndrome which makes it difficult
to add offspring. The type of research used in this thesis is normative juridical. Using a statutory
approach, a conceptual approach, and a case approach. In this study, the authors used primary
legal materials consisting of laws and regulations and judge's decisions. The author also uses
secondary legal materials in the form of doctrines in books, legal journals, theses, and tertiary
legal materials sourced from the internet. The results of the study were that the Panel of Judges
gave permission for polygamy based on Q.S An-Nisa verse 3, the Sunnah of the Prophet to
have many offspring, the provisions of Article 4 paragraph (2) letter b, the provisions of Article
5 paragraph (1) UUP, and preventing harm occurring.
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